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Abstract: Problems in the field of public administration services that are often raised may arise as a result of the issuance of 
Freehold Certificate. Basically, SHM services have a mechanism that has been regulated in government regulations such as 
Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, but in reality it has not been optimally implemented 
and has not been able to protect the interests of the community. What was the basis for the consideration of the Bengkulu PTUN 
Judges in deciding case Number 3 / G / 2018 / PTUN.BKL? What are the legal arguments against the consideration of the 
Bengkulu PTUN Judges in Decision Number 3 / G / 2018 / PTUN.BKL? To find out the basis for the consideration of the Panel 
of Judges of the Bengkulu State Administrative Court in deciding case Number 3 / G / 2018 / PTUN.BKL; To find out the legal 
arguments against the considerations of the PTUNBengkulu Panel of Judges in Decision Number 3 / G / 2018 / PTUN.BKL. This 
type of research used in this research is qualitative research in the form of normative legal research. The approach to be taken 
is the statue approach and the case study approach in which the researcher examines the aspects under study with reference to 
the laws and regulations and the Bengkulu State Administrative Court Decision. The results of the research show that the Panel 
of Judges uses several juridical arguments as the basis for their legal interpretation, namely: Dominus Litis Principle, Alternative 
Conjunction Clause, Accuracy Principle in AUPB, Frontal Proof, Orbiter Dicta and Decidendi Ratio, and Relationship Between 
Events. Based on these arguments, the PTUN Panel of Judges can issue several considerations which can eventually be con-
verted into a decision with permanent legal force (inkraacht).
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Abstrak: Permasalahan dalam bidang pelayanan administrasi publik yang sering diisukan dapat lahir sebagai dampak dari 
penerbitan Sertipikat Hak Milik. Pada dasarnya, pelayanan SHM memiliki mekanisme yang sudah diatur dalam regulasi pemer-
intah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, namun kenyataannya belum optimal di-
laksanakan dan belum mampu melindungi kepentingan masyarakat. Apa dasar pertimbangan Majelis Hakim PTUN Bengkulu 
dalam memutuskan perkara Nomor 3/G/2018/PTUN.BKL?. Bagaimana argumentasi hukum terhadap pertimbangan Majelis 
Hakim PTUN Bengkulu dalam Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.BKL?. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim 
Pengadilan Tata Usaha NegaraBengkulu dalam memutus perkara Nomor 3/G/2018/PTUN.BKL;. Untuk mengetahuiargumen-
tasi hukum terhadappertimbangan Majelis Hakim PTUNBengkulu dalam Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.BKL. Jenis peneli-
tian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan berbentuk penelitian hukum normatif. Pendekatan 
yang akan dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan studi kasus (case study 
approach) di mana peneliti mengkaji aspek yang diteliti dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan Putusan 
PTUN Bengkulu. Adapun hasil penelitian bahwa Majelis Hakim menggunakan beberapa argumentasi yuridis sebagai dasar 
pijakan interpretasi hukumnya, yaitu: Asas Dominus Litis,Klausul Alternatif  Konjungsi, Asas Kecermatan dalam AUPB, Pem-
buktian Frontal,  Orbiter Dicta dan Ratio Decidendi, serta Hubungan Antar Peristiwa. Berdasarkan argumentasi-argumentasi 
tersebut, Majelis Hakim PTUN dapat mengeluarkan beberapa pertimbangan yang akhirnya dapat dikonversi menjadi suatu 
putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkraacht).
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3Selanjutnya dalam tulisan ini disingkat PTUN.
4Lihat konsideran UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pera-
dilan Tata Usaha Negara.
5Selanjutnya dalam tulisan ini disingkat KTUN.
6UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Un-
dangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Pendahuluan
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)3 sebagai 
salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, yang mer-
upakan sebuah cabang (lingkungan) peradilan yang 
berdiri sendiri, terpisah dari Peradilan Umum, Pera-
dilan Militer, dan Peradilan Agama. PTUN memiliki 
peran penting dan strategis dalam penegakan hukum, 
khususnya dalam ranah hukum formalnya, di mana 
PTUNmemiliki wewenang memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Filosofi 
dibentuknya PTUN di Indonesia adalah untuk menja-
min persamaan kedudukan warga masyarakat dalam 
hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan se-
rasi, seimbang serta selaras antara aparatur dibidang 
tata usaha negara dengan warga masyarakat.4 PTUN 
dibentuk dalam rangka memberikan perlindungan 
hukum berdasarkan keadilan, kebenaran, ketertiban 
dan kepastian hukum kepada warga masyarakat pen-
cari keadilan yang merasa dirinya dirugikan akibat 
suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).5
Sanksi yang dijumpai dalam Hukum Administrasi 
Negara adalah pencabutan atau penarikan KTUN 
yang menguntungkan. Pencabutan itu dilakukan den-
rahmanengsih.19@gmail.com,
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu
gan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya 
menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku 
lagi ketetapan terdahulu. Misalnya pembatalan ser-
tipikat hak atas tanah oleh PTUN dengan alasan cacat 
administrasi adalah pembatalan keputusan penerbi-
tan sertipikat hak atas tanah yang dikeluarkan Badan 
atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diketahui ada 
kesalahan substansi/admiministrasi, sehingga berten-
tangan dengan perundang-undangan yang berlaku. 
Kesalahan administrasi menjadi suatu kesalahan 
pokok dalam penerbitan keputusan pemberian hak 
atas tanah yang menjadi dasar terbitnya sertipikat 
haknya.
Majelis Hakim di PTUN, dalam memeriksa dan 
mengadili suatu perkara harus tetap berpedoman ke-
pada Undang Undang Kekuasaan Kehakiman6 yang 
di dalamnya diatur tentang asas-asas umum pemer-
intahan yang layak (AAUPL). AAUPL tersebut pada 
prinsipnya berstubstansikan asas kepastian hukum, 
asas keseimbangan, asas bertindak cermat, asas 
motivasi untuk setiap keputusan, asas tidak boleh 
mencampuradukkan kewenangan, asas kesamaan 
dalam mengambil keputusan, asas permainan yang 
layak (fair play), asas keadilan atau kewajaran, asas 
menanggapi pengharapan yang wajar, dan asas me-
niadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal. 
Permasalahan dalam pelayanan SHM memiliki meka-
nisme yang sudah diatur dalam regulasi pemerintah 
seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah, namun kenyataannya be-
lum optimal dilaksanakan dan belum mampu melind-
ungi kepentingan masyarakat.
Sebagai contoh penerbitan Surat Keputusan yang 
berisi Pembatalan SHM No. 03972 Kelurahan Su-
karami tanggal 10 Juni 2016, Surat Ukur No. 01484/
Sukarami/2016 tanggal 7 Maret 2016 dengan Luas 
20.110 m² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor BP-
NKota Bengkulu. Sengketa diawali dengan adanya 
permohonan atas nama Salehan Badi untuk mem-
batalkan SHM yang dimaksud, Salehan sendiri ber-
status pemilik tanah berdasarkan Akta Penyerahan 
Tanah tanggal 8  Agustus  1989,  Surat  Keteran-
gan  Tanah7 dari  Kepala Desa Sukarami No:  632/
SK/1989 tanggal  11 Agustus  1989.Pengukuran  dan 
pemetaan telah dituangkan dalam Peta Bidang Tanah 
No: 846/2012 tanggal 6 September 2012 atas nama 
Salehan Badi dengan Nomor Lembar Peta: 48.1-07
.133-06-3. Tanah yang dimaksud belum ditingkatkan 
statusnya menjadi SHM. 
Permohonan kemudian diteruskan oleh Kepala 
Kantor BPN Kota Bengkulu dengan tujuan mening-
7Selanjutnya dalam tulisan ini disingkat SKT.
8Asas Dominus Litis adalah asas yang mengharuskan hakim bertindak 
aktif dalam persidangan.
katkan status SKT memjadi SHM,  namun tindakan 
Kepala PBN Kota Bengkulu yang pada pokoknya 
membatalkan permohonan tersebut berujung pada 
masalah. Sehubungan dengan sengketa itu, Majelis 
Hakim PTUN Kota Bengkulu mengabulkan permo-
honan Salehan Badi melalui Putusan No.3/G/2018/
PTUN.BKL.Putusan yang dimaksud berisi pembatal-
kan Surat Keputusan Kepala Kantor BPN Kota Beng-
kulu.
Fenomena-fenomena yang diuraikan di atas  me-
narik minat penulis untuk melakukan penelitian lebih 
lanjut dengan judul: “Argumentasi Hukum terhadap 
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Pen-
cabutan Hak atas Tanah (Analisis Putusan Pengadi-
lan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 3/G/2018/
PTUN.BKL).”
Rumusan Masalah
1. Apa dasar pertimbangan Majelis Hakim PTUN-
Bengkulu dalam memutuskan perkara Nomor 
3/G/2018/PTUN.BKL? 
2. Bagaimana argumentasi hukum terhadap per-
timbangan Majelis Hakim PTUN Bengkulu dalam 
Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.BKL?
Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis 
Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraBengkulu 
dalam memutus perkara Nomor 3/G/2018/PTUN.
BKL;
2. Untuk mengetahuiargumentasi hukum terhadap-
pertimbangan Majelis Hakim PTUNBengkulu da-
lam Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.BKL.
Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah penelitian kualitatif dengan berbentuk pe-
nelitian hukum normatif. Pendekatan yang akan di-
lakukan adalah pendekatan perundang-undangan 
(statue approach) dan pendekatan studi kasus (case 
study approach) di mana peneliti mengkaji aspek 
yang diteliti dengan mengacu pada peraturan perun-
dang-undangan dan Putusan PTUN Bengkulu.
Pembahasan
Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam 
Putusan PTUN Nomor 3/G/2018/PTUN.BKL
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bahwa 
setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Replik, 
Bukti Surat, Keterangan Saksi, dan Kesimpulan dari 
Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Duplik, 
Bukti Surat, Keterangan Saksi, dan Kesimpulan dari 
Tergugat dan Tergugat II Intervensi, selanjutnya ber-
dasarkan kewenangan Hakim PTUN yang bersifat 
aktif (Dominus Litis)8 sebagaimana ketentuan Pasal 
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107 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara. Majelis Hakim telah 
memeriksa seluruh alat bukti para pihak tersebut dan 
menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi den-
gan persengketaan a quo sehingga dapat dijadikan 
sebagai bahan pertimbangan dan berdasarkan bukti-
bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta 
hukum secara kronologi sebagai berikut:
Bahwa Tergugat II Intervensi membeli tanah seluas 
± 2 Ha dari Muchtar De’ah berdasarkan Surat Jual 
Beli Tanah tertanggal 20 Agutus 1994 dan Kwitansi 
Jual Beli Tanah tertanggal 20 Agutus 1994 (vide 
Bukti T-17 dan T-18 jo. Keterangan Saksi atas nama 
Muchtar De’ah) ;
Bahwa Penggugat mendapatkan tanah seluas ± 
20.000 m² dari Muhardin berdasarkan Akta Nomor: 
03 dari Notaris/PPAT atas nama Kuswari Ahmad, S.H., 
M.Kn.  tertanggal 1 Maret 2011 (vide Bukti P- 1);
Bahwa Tergugat II Intervensi mendapatkan perali-
han hak atas tanah seluas   ± 20.250 m² dari Muchtar 
De’ah berdasarkan Surat Pernyataan Peralihan ter-
tanggal 2 Juli 2015 (vide  Bukti T-24);
Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan permo-
honan pendaftaran hak kepada Tergugat berdasarkan 
Surat Permohonan tertanggal 7 Maret 2016 (vide 
Bukti T-4);
Bahwa Tergugat telah menetapkan pemberian hak 
milik atas tanah seluas 20.110 m² kepada Tergugat 
II Intervensi berdasarkan Surat Keputusan Kepala 
Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Nomor : 216/HM/
BPN-07.04/2016 Tentang Pemberian Hak Milik atas 
nama Sri Hastuti atas tanah seluas 20.110 m² (Dua 
Puluh Ribu Seratus Sepuluh Meter Persegi) Terletak di 
Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Beng-
kulu Tanggal 25 Mei 2016 (vide Bukti T-32);
Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek 
sengketa atas nama Tergugat II Intervensi tanggal 10 
Juni 2016  (vide Bukti T-1 = Bukti T.II.Int-1);
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa men-
gacu dalil-dalil pokok persengketaan para pihak di 
atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang 
diuraikan tersebut, maka:
Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan 
para pihak terkait objek sengketa, apakah objek seng-
keta a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum 
Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana di-
maksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-undang Nomor 9 
Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan 
pada tanggal 10 Juni 2016 (vide Bukti T-1 = Bukti 
T.II.Int-1), maka Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku dan mengikat terhadap perbuatan hukum 
tersebut antara lain adalah Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 
Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri 
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian 
dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak 
Pengelolaan (Ex Nunc);
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menda-
patkan hak atas tanah baru sebagaimana sengketa a 
quo diatur dalam Pasal 23 Huruf (a) Angka (1) Pera-
turan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang me-
nyebutkan sebagai berikut: Untuk keperluan pendaft-
aran hak atas tanah baru dibuktikan dengan:
Penetapan pemberian hak dari Pejabat yang ber-
wenang memberikan hak yang bersangkutan menurut 
ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak terse-
but berasal dari tanah Negara atau tanah hak pen-
gelolaan;
Berdasarkan Pasal 23 Huruf (a) Angka (1) Pera-
turan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut 
maka untuk mendapatkan hak atas tanah (in casu ob-
jek sengketa) haruslah dibuktikan dengan penetapan 
pemberian hak dari Pejabat yang berwenang, dalam 
sengketa a quo Kepala Kantor BPN Bengkulu telah 
menetapkan pemberian hak milik atas tanah seluas 
20.110 m² kepada Tergugat II Intervensi berdasar-
kan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Bengkulu Nomor: 216/HM/BPN- 07.04/2016 Tanggal 
25 Mei 2016 (vide Bukti T-32);
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam 
Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Bengkulu Nomor: 216/HM/BPN-07.04/2016 tanggal 
25 Mei 2016 a quo dinyatakan bidang tanah terse-
but adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara, 
dengan demikian maka bidang tanah objek sengketa 
tersebut berasal dari tanah negara;
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permo-
honan maupun pemberian hak milik atas tanah yang 
berasal dari tanah negara sebagaimana fakta hukum 
di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 Permenag/
Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 yang menyebut-
kan sebagai berikut:
Permohonan Hak Milik atas Tanah Negara diaju-
kan secara tertulis;
Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) memuat: 1. Keterangan mengenai 
pemohon: a. Apabila perorangan: nama, umur, ke-
warganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya 
serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya 
yang masih menjadi tanggungannya; b. Apabila ba-
dan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau per-
aturan pendiriannya, tanggal dan nomor suratkepu-
tusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang 
tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang 
dapat mempunyai hak milik berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. 
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Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data 
yurisis dan data fisik: a. Dasar penguasaan atau alas 
haknya dapat berupa sertipikat, girik, surat kapling, 
surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah 
dan rumah dan atau tanah yang yang telah dibeli 
dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta 
pelepasan hak, dan surat- surat bukti perolehan tanah 
lainnya: b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada 
Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan 
nomornya); c. Jenis tanah (pertanian/non pertanian); 
d. Rencana penggunaan tanah; e. Status tanahnya 
(tanah hak atau tanah negara); 3. Lain-lain: Keteran-
gan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah- 
tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang 
tanah yang dimohon; Keterangan lain yang dianggap 
perlu.
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh 
karena dasar penunjuk penerbitan objek sengketa 
dinyatakan oleh Tergugat adalah tanah negara, maka 
haruslah dibuktikan dasar penguasaan atau alas hak 
atas bidang tanah tersebut sebelum diterbitkan hak 
milik kepada Tergugat II Intervensi (in casu objek sen-
gketa);
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dasar 
penguasaan atau alas hak sebagaimana Pasal 9 Ayat 
(2) Angka (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1999 adalah klausul alternatif konjungsi9;
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa men-
gacu fakta hukum dan uraian tersebut selanjutnya 
Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil yang diperten-
tangkan oleh para pihak dalam sengketa a quo men-
genai status tanah tersebut sebelum diberikan Hak 
Milik kepada Tergugat II Intervensi;
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Ter-
gugat II Intervensi telah membuktikan alas hak atas 
tanah tersebut berupa Surat Jual Beli Tanah dan 
Kwitansi Jual Beli Tanah yang keduanya bertanggal 
20 Agutus 1994 (vide Bukti T-17 dan T-18), serta Su-
rat Pernyataan peralihan hak dari  atas nama Muchtar 
De’ah kepada Tergugat II Intervensi tertanggal 2 Juli 
2015 (vide  Bukti T- 24); 
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti-
bukti surat tersebut diperkuat keterangan Saksi atas 
nama Muchtar De’ah di persidangan yang menyata-
kan bidang tanah objek sengketa tersebut sebelumnya 
adalah milik Saksi yang telah dijual kepada Tergugat II 
Intervensi (vide Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tang-
gal 15 Mei 2018);
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa fakta 
9Klausul Alternatif Konjungsi bermakna bahwa penguasaan atas tanah 
dapat menjadi syarat pemberian hak atas tanah sepanjang di atas tanah 
tersebut tidak ada alas hak dari pihak lain, atau sebaliknya alas hak atas 
tanah dapat menjadi syarat pemberian hak atas tanah sepanjang tidak ada 
penguasaan dari pihak lain.
hukum di atas adalah uraian berkenaan dengan data 
yuridis tanah yang dimiliki Tergugat II Intervensi, se-
lanjutnya berkenaan dengan data fisik tanah di atur 
dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Ta-
hun 1997  yang menyebutkan sebagai berikut:
Untuk keperluan pengumpulan dan pengola-
han data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan 
pemetaan;
Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembuatan peta 
dasar pendaftaran; b. penetapan batas bidang-bidang 
tanah; c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang 
tanah dan pembuatan peta pendaftaran; d. pembua-
tan daftar tanah; e. pembuatan surat ukur.
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tergu-
gat II Intervensi mengajukan permohonan pendaft-
aran hak tertanggal 28 Januari 2016 (vide Bukti T-4), 
dan atas permohonan tersebut Tergugat telah melak-
sanakan tahapan-tahapan pemeriksaan/penelitian se-
bagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997  yang tercantum dalam Risalah 
Panitia Pemeriksaan Tanah ”A”, Berita Acara Pemerik-
saan Lapangan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah ”A”, 
Telaahan staf tentang Risalah Pengolahan Data (RPD), 
dan telah dilakukan pengumuman data fisik dan data 
yuridis tanah (vide Bukti T-29, Bukti T-30, Bukti T-31, 
dan Bukti T-33 Jo. Bukti T-34);
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ber-
dasarkan uraian di atas maka tahapan-tahapan yang 
dilakukan oleh Tergugat dalam proses penerbitan 
objek sengketa telah mengacu pada Peraturan Perun-
dang-Undangan yang berlaku;
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggu-
gat telah membuktikan perolehan tanah/alas hak ber-
dasarkan Akta Pengoperan dan Pemindahan Hak No-
mor: 03 Tanggal 1 Maret 2011 oleh Notaris/PPAT atas 
nama Kuswari Ahmad, S.H., M.Kn., dan menguasai 
fisik bidang tanah objek sengketa tersebut yang diper-
kuat dengan keterangan Saksi atas nama Muhardin 
di Persidangan yang menyatakan bidang tanah objek 
sengketa tersebut dikuasai secara fisik terus menerus 
oleh Saksi dan kemudian dikuasai oleh Penggugat 
(vide Bukti P-1 dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi 
tanggal 2 Mei 2018);
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat 
II Intervensi juga menyatakan menguasai fisik bidang 
tanah tersebut secara terus menerus berdasarkan Su-
rat Pernyataan tertanggal 28 Januari 2016 (vide Bukti 
T- 5), hal mana juga dijadikan dasar oleh Tergugat da-
lam proses penerbitan objek sengketa a quo;
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa telah 
melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi bidang 
tanah objek sengketa, secara nyata telah terdapat 
fakta hukum bahwa bidang tanah objek sengketa a 
quo adalah dalam penguasaan secara fisik oleh Peng-
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gugat, antara lain Penggugat telah meratakan tanah 
untuk mendapatkan manfaat dari tanah tersebut, dan 
di atas bidang tanah tersebut telah terdapat beberapa 
tumbuhan kelapa sawit yang ditanam oleh Penggugat 
(vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat Tanggal 15 
Mei 2018);
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tergu-
gat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan alat 
bukti lain selain Surat Pernyataan sebagaimana Bukti 
T-5 untuk membantah fakta hukum berkaitan dengan 
penguasaan fisik oleh Penggugat tersebut, selain itu 
Majelis Hakim juga menemukan fakta hukum lain 
yakni Lurah Sukarami telah mengeluarkan Surat yang 
pada pokoknya meminta Penggugat agar membong-
kar pagar yang menutupi akses jalan menuju lokasi 
tanah objek sengketa, hal mana membuktikan bahwa 
sampai dengan terbitnya objek sengketa tersebut Ter-
gugat II Intervensi tidak menguasai bidang tanah ob-
jek sengketa tersebut secara fisik (vide Bukti T.II.Int-4 
Jo. Bukti T.II.Int-5);
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hak 
kepemilikan bidang tanah objek sengketa a quo telah 
pula disengketakan pada Badan Peradilan yaitu Pu-
tusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 30/1978/
Pdt.G/2017/PN.Bgl tanggal 21 Maret 2018 (vide 
Bukti T.II.Int-6), dan atas Putusan Pengadilan Negeri 
Bengkulu tersebut Penggugat telah mengajukan up-
aya hukum banding berdasarkan Akta Permohonan 
Banding Nomor: 10/Pdt.Banding/2018/PN.Bgl (vide 
Bukti P-13);
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ber-
dasarkan uraian pertimbangan dan rangkaian bukti-
bukti surat serta keterangan Saksi di atas, Majelis 
Hakim berpendapat walaupun Tergugat II Intervensi 
telah memiliki alas hak atas bidang tanah objek sen-
gketa tersebut dan telah melalui tahapan-tahapan 
penerbitan objek sengketa sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, na-
mun Tergugat II Intervensi belum dapat diberikan hak 
milik atas bidang tanah tersebut karena telah terbukti 
bahwa tanah objek sengketa a quo masih dikuasai se-
cara fisik dan dikelola oleh Penggugat, selain itu hak 
kepemilikan bidang tanah tersebut masih disengketa-
kan pada Badan Peradilan dan belum ada Putusan 
yang berkekuatan hukum tetap;
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mem-
perhatikan Surat Permohonan Pendaftaran Hak Ter-
gugat II Intervensi (vide Bukti T-4) dan bukti-bukti 
dokumen pertanahan yang diajukan oleh Tergugat II 
Intervensi di Persidangan, Majelis Hakim tidak men-
emukan adanya alat bukti mengenai ganti rugi atau 
bentuk penyelesaian lainnya terkait penguasaan fisik 
Penggugat di atas bidang tanah tersebut;
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ber-
dasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menu-
rut Majelis Hakim penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 
03972 Tanggal 10 Juni 2016 (in casu objek sengketa) 
di atas bidang tanah tersebut telah mengandung cacat 
yuridis dari aspek prosedural, hal mana untuk dapat 
diberikan Hak Milik atas tanah tersebut Tergugat II 
Intervensi masih memerlukan persetujuan dari Peng-
gugat untuk melepaskan penguasaannya atas tanah 
tersebut dengan melakukan ganti rugi atau meka-
nisme lain yang disepakati oleh Penggugat maupun 
Tergugat II Intervensi;
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ber-
dasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, telah 
terdapat cukup bukti untuk menyatakan objek sen-
gketa a quo mengandung cacat yuridis dari aspek 
prosedural, maka dalil-dalil substansi gugatan Peng-
gugat serta dalil-dalil yang menyatakan objek sengketa 
bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan 
yang Baik (AUPB) tidak perlu dipertimbangkan lagi, 
dengan demikian tuntutan Penggugat kepada Pen-
gadilan untuk menyatakan batal objek sengketa serta 
mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa 
a quo patut untuk dikabulkan;
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa den-
gan berpedoman pada Pasal 110 Undang- Undang 
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi 
dibebankan untuk membayar biaya perkara secara 
bersama-sama yang jumlahnya akan disebutkan da-
lam amar Putusan;
Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh alat 
bukti dalam sengketa, namun hanya alat bukti yang 
relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedan-
gkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan 
namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai 
bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mem-
perhatikan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 ten-
tang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UndangUndang 
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 
UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pera-
dilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-
undangan lainnya yang berkaitan.
Berangkat dari pertimbangan-pertimbangan Maje-
lis Hakim PTUN di atas, penulis mendapati 5 (lima) 
pertimbangan inti yang menjadi alasan terkuat bagi 
Majelis Hakim untuk memenangkan Penggugat. Be-
berapa pertimbangan inti yang penulis maksudkan 
tersebutadalah:
Penguasaan sebidang tanah yang menjadi obyek 
sengketa secara de facto adalah berada di tangan 
Penggugat dengan dibuktikan oleh keberadaan tana-
man sawit milik Penggugat sejak tahun 2011;
Selain dapat dibuktikan secara de facto, pengua-
saan obyek sengketa oleh Penggugat tersebut dapat 
dibuktikan pula secara de yure melalui akta notaris 
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(2011) dan SKT dari Lurah Sukarami yang berusia 
lebih tua (tahun 1989) ketimbang alas hak yang dimi-
liki Tergugat II Intervensi. Tergugat II Intervensi hanya 
mampu menghadirkan kwitansi (tahun 1994) dan su-
rat pernyataan penyerahan tanah (tahun 2015) yang 
level kekuatan hukumnya berada di bawah akta no-
taris;
Meskipun belakangan Tergugat II Intervensi memi-
liki SHM yang diterbitkan oleh Tergugat (tahun 2016), 
alas hak yang ada padanya itu diperoleh dengan cara 
yang menyalahi prosedur sehingga menjadi batal 
demi hukum ketika KTUN yang diterbitkan Tergugat 
dibatalkan; 
Berdasarkan fakta yang terungkap, bahwa Peng-
gugat adalah pihak yang lebih dulu menguasai tanah 
tersebut dan pernah meminta pengukuran kepada 
Tergugat (Kepala Kantor BPN Bengkulu) sehingga-
peta tanahnya diterbitkan;
Penerbitan SHM oleh Tergugat untuk Tergugat II 
Intervensi merupakan buah dari KTUN yang non-
prosedural (melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 
10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah) dan me-
langgar asas kecermatan(principle of carefulness), se-
hingga ia harus dibatalkan dan/atau dihapuskan.
Sidang sengketa tanah yang digelar di Pengadi-
lan Negeri memang telah memenangkan Sri Hastuti, 
akan tetapi dengan adanya upaya banding yang dia-
jukan oleh Salehan Badi ke Pengadilan Tinggi, maka 
belum ada putusan mengikat dan berkekuatan hukum 
tetap yang dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis 
Hakim PTUN untuk memenangkan Tergugat dan Ter-
gugat II Intervensi.
Analisis Yuridis terhadap Dasar Pertimbangan 
Putusan Hakim PTUN Bengkulu Nomor 3/G/2018/
PTUN.BKL
Analisis Secara Umum terhadap Pokok Perkara
Putusan PTUN Nomor 3/G/2018/PTUN.BKL yang 
memenangkan Penggugat sudah tepat dan sesuai 
dengan kenyataannya, dikarenakan Penggugat dini-
lai memiliki deskripsi urutan fakta hukum yang lebih 
kuat kendati jumlah alat buktinya hanya separuh dari 
jumlah alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II Inter-
vensi. Fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penggu-
gat dapat dirangkai dengan menggunakan logika hu-
kum oleh Majelis Hakim sehingga ia lebih mendekati 
kebenaran materil yang sejatinya menjadi tujuan dari 
digelarnya persidangan di PTUN.
Penulis mencermati bahwa Tergugat (Kepala Kantor 
BPN Kota Bengkulu) telah melakukan tindakan yang 
berlawanan dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dalam menerbitkan SHM terhadap objek 
sengketa. Selain itu, Tergugat telah melanggar Asas-
asasUmum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khusus-
nya asas kecermatan yang menjadi elemen penting 
dan wajib diperhatikan oleh Pejabat Tata Usaha Neg-
ara dalam menerbitkan suatu KTUN. Ketidakcerma-
tan Tergugat dalam menerbitkan KTUNterlihatketika 
Tergugat tidak terlebih dahulu melakukan penyelidi-
kan riwayat tanah yang dimohonkan oleh Tergugat 
II Intervensi (Sri Hastuti)sebelum menerbitkan SHM 
sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 3 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang 
Pendaftaran Tanah.10
Putusan PTUN terhadap sengketa tanah yang ter-
letak di Sukarami telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap (inkraacht) sehingga iamemiliki kekuatan ekse-
kutorial. ArtinyaKepala Kantor BPN Kota Bengkulu 
harus mencabut atau membatalkan KTUN berupa 
SHM atas nama Sri Hastuti tersebut. Selanjutnya ban-
yaknya alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diaju-
kan tidak menjamin kemenangan di dalam persidan-
gan, sebagaimana tidak ada kepastian kemenangan 
bagi pihak yang memiliki SHM saat berhadapan den-
gan pihak yang hanya memiliki SKT dalam memper-
tahankan haknya.Runutnya fakta-fakta persidangan 
dan alat bukti yang dapat digeneralisasi olehMajelis 
Hakim PTUN adalah hal yang paling penting untuk 
diperhatikan dalam persidangan PTUN. Keseluruhan 
hasil persidangan tetaplah bergantung kepada inter-
pretasi Majelis Hakim PTUN dalam melakukan pen-
emuan fakta hukum (fact finding) di persidangan.
Analisis Secara Khusus terhadap Pokok Perkara
Argumentasi Yuridis tentang Asas Dominus Litis
Pernyataan bermuatan pertimbangan Majelis Ha-
kim PTUN yang berdasarkan asas dominus litis terli-
hat dalam poin pertama, yakni:
Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Replik, Bukti 
Surat, Keterangan Saksi, dan Kesimpulan dari Peng-
gugat dihubungkan dengan Jawaban, Duplik, Bukti 
Surat, Keterangan Saksi, dan Kesimpulan dari Tergu-
gat dan Tergugat II Intervensi, selanjutnya berdasarkan 
kewenangan Hakim PTUN yang bersifat aktif (Domi-
nus Litis) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang 
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara. Majelis Hakim telah memeriksa selu-
ruh alat bukti para pihak tersebut dan menemukan 
bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan perseng-
ketaan a quo sehingga dapat dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan.
Asas dominus litis menuntut hakim untuk proaktif 
dalam menggali fakta hukum untuk menemukan ke-
benaran materil.Hakim juga diharuskan untuk tidak 
berpuas diri dalam menerima suatu pendapat kuasa 
hukum maupun argumentasi para pihak. Proses 
penggalian fakta tersebut berlaku tidak hanya pada 
saat pembuktian, namun dalam seluruh rangkaian 
persidangan di PTUN. 
Pasal 107 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 
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tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan 
bahwa:
Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, 
beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, 
dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-
kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Ha-
kim.
Atas dasar inilah, asas dominus litis menjadi faktor 
kunci penemuan kebenaran materil dalam persidan-
gan PTUN. Asas ini memungkinkan digunakannya 
instrumen-instrumen hukum formal lainnya yang 
berujung pada kemunculan varian fakta-fakta hukum 
yang relevan dengan sengketa, misalnya pembuktian 
lapangan, orbiter dicta yang menujuratio decidendi, 
dan instrumen lain yang mungkin dapat berperan da-
lam pembuktian.
Argumentasi Yuridis tentang Klausul Alternatif 
Konjungsi
Dalam pertimbangan, Majelis Hakim PTUN juga 
mengedepankan Klausul Alternatif Konjungsi. Den-
gan menggunakan klausul ini, Majelis Hakim PTUN 
tidak dianggap melanggar kaidah “Penguasaan Bukti 
Fisik Bukan Bukti Kepemilikan”. Kaidah yang dimak-
sud menyatakan bahwa:
“Penguasaan fisik saja terhadap tanah sengketa 
tanpa ada bukti alas hak (rechtstitle) daripada pen-
guasaan itu, bukanlah membuktikan yang bersangku-
tan adalah pemilik tanah tersebut.”11
Tindakan Majelis Hakim PTUN yang memperhati-
kan SKT Penggugat sebagai alas hak atas tanahdiang-
gap memadai untuk diakui keabsahannya.
Pada pertimbangan Majelis Hakim  disebutkan 
bahwa:
Penggugat telah membuktikan perolehan tanah/
alas hak berdasarkan Akta Pengoperan dan Peminda-
han Hak Nomor: 03 Tanggal 1 Maret 2011 oleh No-
taris/PPAT atas nama Kuswari Ahmad, S.H., M.Kn., 
dan menguasai fisik bidang tanah objek sengketa 
tersebut yang diperkuat dengan keterangan Saksi atas 
nama Muhardin di persidangan yang menyatakan bi-
dang tanah objek sengketa tersebut dikuasai secara 
fisik terus menerus oleh Saksi dan kemudian dikuasai 
oleh Penggugat.
Dalam kondisi ini, Majelis Hakim PTUN dengan 
jelas memperhatikan kaidah “Peralihan Hak Milik 
atas Tanah”, kaidah tersebut menyatakan bahwa:
“Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1961, setiap pe-
mindahan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setidak-tidaknya 
11Hulman Panjaitan, Kumpulan kaidah Hukum Mahkamah Agung Re-
publik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya, Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2014, h. 130.
12Hulman Panjaitan, Kumpulan kaidah Hukum Mahkamah Agung…, 
h. 129.
di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan.”12
Berdasarkan argumentasi yuridis di atas, maka da-
pat dipahami bahwa penguasaan yang terus-menerus 
atas sebidang tanah dengan disertai alas hak yang 
memadai dianggap cukup untuk menjadi bukti yang 
kuat terhadap kepemilikannya.
Argumentasi Yuridis tentang Asas Kecermatan 
dalam AUPB
Asas kecermatan (principle of carefulness) menjadi 
hal yang penting dalam pokok sengketa. Kealpaan 
dalam asas kecermatan yang dilakukan oleh seorang 
Pejabat Tata Usaha Negara dapat berdampak pada 
gugurnya KTUN yang dibuatnya.
Pertimbangan Majelis Hakim dinyatakan bahwa:
“Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan 
di atas, menurut Majelis Hakim penerbitan Sertipikat 
Hak Milik No. 03972 Tanggal 10 Juni 2016 (in casu 
objek sengketa) di atas bidang tanah tersebut telah 
mengandung cacat yuridis dari aspek prosedural, hal 
mana untuk dapat diberikan Hak Milik atas tanah 
tersebut Tergugat II Intervensi masih memerlukan 
persetujuan dari Penggugat untuk melepaskan pen-
guasaannya atas tanah tersebut dengan melakukan 
ganti rugi atau mekanisme lain yang disepakati oleh 
Penggugat maupun Tergugat II Intervensi.”
Asas kecermatan (principle of carefulness) dil-
anggar oleh Tergugat ketika ia tidak terlebih dahulu 
melakukan penyelidikan riwayat tanah yang dimo-
honkan oleh Tergugat II Intervensi sebelum mener-
bitkan SHM. Ketidakcermatan Tergugat tersebut ber-
implikasi terhadap pembatalan SHM milik Tergugat II 
Intervensi.
Argumentasi Yuridis tentang Pembuktian Frontal
Banyaknya pembuktian didalam persidangan, 
diantaranya pembuktian makna (kebenaran formil 
dan materil), pembuktian waktu (apriori dan poste-
riori), pembuktian metode pelaksanaan (induktif dan 
deduktif), dan lain sebagainya.Berkenaan dengan 
pertimbangan hakim, penulis melihat bahwa terdapat 
konten pertimbangan yang terkait dengan pembuk-
tian hukum formal, salah satunya adalah pembuktian 
frontal yang pada sengketa ini terwujud dalam pemer-
iksaan lapangan.
Dalam pertimbangan Majelis Hakim dimuat 
pernyataan:
Bahwa telah melakukan Pemeriksaan Setempat di 
lokasi bidang tanah objek sengketa, secara nyata te-
lah terdapat fakta hukum bahwa bidang tanah objek 
sengketa a quo adalah dalam penguasaan secara fisik 
oleh Penggugat, antara lain Penggugat telah mera-
takan tanah untuk mendapatkan manfaat dari tanah 
tersebut, dan di atas bidang tanah tersebut telah ter-
dapat beberapa tumbuhan kelapa sawit yang ditanam 
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oleh Penggugat (vide Berita Acara Pemeriksaan Set-
empat Tanggal 15 Mei 2018).
Pembuktian frontal sendiri bermakna pembuk-
tian yang dilakukan melalui penelitian langsung di 
lapangan.13Ia merupakan suatu rangkaian dengan 
pembuktian observasional, baik formal-observasional 
maupun materil-observasional untuk memperoleh 
bukti-bukti pelengkap guna menemukan fakta (fact 
finding) melalui pembuktian formal.
Berdasarkan pembuktian frontal inilah muncul per-
timbangan Majelis Hakim PTUN yang menyatakan:
Walaupun Tergugat II Intervensi telah memiliki 
alas hak atas bidang tanah objek sengketa tersebut 
dan telah melalui tahapan-tahapan penerbitan objek 
sengketa sebagaimana diatur dalam peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku, namun Tergugat II In-
tervensi belum dapat diberikan hak milik atas bidang 
tanah tersebut karena telah terbukti bahwa tanah 
objek sengketa a quo masih dikuasai secara fisik dan 
dikelola oleh Penggugat, selain itu hak kepemilikan bi-
dang tanah tersebut masih disengketakan pada Badan 
Peradilan dan belum ada Putusan yang berkekuatan 
hukum tetap.
Pembuktian frontal juga dapat dilihat ketika per-
timbangan Majelis Hakim bahwa Penggugat memiliki 
alas hak yang lebih kuat ketimbang Tergugat II Inter-
vensi. Majelis Hakim menyatakan dalam pertimban-
gannya:
Tergugat II Intervensi membeli tanah seluas ± 2 
Ha dari Muchtar De’ah berdasarkan Surat Jual Beli 
Tanah tertanggal 20 Agutus 1994 dan Kwitansi Jual 
Beli Tanah tertanggal 20 Agutus 1994 (vide Bukti T-17 
dan T-18 Jo. Keterangan Saksi atas nama Muchtar 
De’ah);
Bahwa Penggugat mendapatkan tanah seluas ± 
20.000 m² dari Muhardin berdasarkan Akta Nomor: 
03 dari Notaris/PPAT atas nama Kuswari Ahmad, S.H., 
M.Kn. tertanggal 1 Maret 2011 (vide Bukti P- 1);
Argumentasi Yuridis tentang Orbiter Dicta dan Ra-
tio Decidendi
Orbiter dicta merupakan pernyataan atau preposi-
si hakim dalam mempertimbangkan suatu kasus atau 
perkara yang sedang ditanganinya tetapi tidak secara 
langsung bersentuhan atau berkaitan dengan pokok 
permasalahan (not directly relevant to the case).14
Indikasi adanya orbiter dicta di dalam pertimban-
gan Majelis Hakim PTUN ditemukan dalam frase beri-
kut:
Fakta hukum lain yakni Lurah Sukarami telah 
mengeluarkan Surat yang pada pokoknya meminta 
Penggugat agar membongkar pagar yang menutupi 
akses jalan menuju lokasi tanah objek sengketa, hal 
14Daryono, dkk.,Interpretasi dan Penalaran Hukum, Tangerang Selatan: 
Universitas Terbuka, 2019, h. 9.2.
mana membuktikan bahwa sampai dengan terbitnya 
objek sengketa tersebut Tergugat II Intervensi tidak 
menguasai bidang tanah objek sengketa tersebut se-
cara fisik.
Orbiter dicta mencakup kesaksian yang berbeda 
tentang suatu peristiwa yang berdiri sendiri. Kesaksian 
yang berbeda tersebut memiliki kaitan, meskipun per-
istiwa yang dikemukakan adalah peristiwa yang tung-
gal atau berdiri sendiri. Kesaksian tersebut ternyata 
dapat meneguhkan suatu perkara sekaligus memper-
jelas pokok sengketa.
Dalam kesempatan lain Saksi Penggugat atas nama 
Istin Joyo bersesuaian dengan pendapat Saksi Tergu-
gat atas nama Masnuni, yakni obyek sengketa adalah 
tanah yang pernah ditanami pohon jengkol. Artinya 
tanah yang diklaim sebagai milik Tergugat II Intervensi 
merupakan tanah yang sama.
Pertimbangan dan fakta di atas tidak berkaitan 
langsung terhadap pembuktian bahwa Penggugat 
adalah pemilik hak atas tanah tersebut, sebaliknya 
kesaksian dari Saksi pihak Tergugat sebenarnya diar-
ahkan untuk menguatkan posisi Tergugat II Intervensi 
sebagai pemilik sah atas tanah.Akan tetapi, kesaksian 
yang dijadikan pertimbangan tersebut malah berba-
lik menguatkan posisi Penggugat sebagai pemilik sah 
dari obyek sengketa.
Dapat dikatakan bahwa orbiter dicta merupa-
kan awal dari penggunaan ratio decidendi.Dalam 
hal fakta-fakta yang diperoleh dinilai telah lengkap, 
maka Majelis Hakim kemudian menggunakan analisis 
dengan analogi, ilustrasi maupun hipotesis sehingga 
berkesimpulan bahwa Tergugat telah keliru dalam 
menerbitkan KTUN.
Ratio decidendi banyak digunakan dalam putusan 
pidana, karena ia berada dalam ranah hukum pub-
lik maka bagian ini juga mengikat untuk publik atas 
dasar kepentingan umum (algemenee belangen). Ra-
tio decidendi–atau dengan istilah lain disebut seba-
gaithe ground of reason the decision–berarti salah satu 
bagian dari putusan pengadilan yang berisi tentang 
pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara. 
Pertimbangan hakim tersebut difokuskan pada alasan 
kuat dan mendasar tentang jawaban mengapa hakim 
memutus perkara yang diadili tersebut.Dalam meng-
gunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami 
adalah ratio decidendi, yakni alasan-alasan hukum 
yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada pu-
tusannya.Apabila putusan dilihat sebagai penetapan 
kaidah hukum, maka yang mengikat adalah pertim-
bangan atau alasan yang secara langsung mengenai 
pokok perkara, yaitu alasan yang secara langsung 
mengenai pokok perkara, yaitu kaidah hukum meru-
pakan dasar hukum putusan ratio decidendi.
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Pedoman untuk menemukan ratio decidendi ada-
lah fakta materil dari kasus (orang, tempat, waktu, 
dan segala yang menyertainya). Fakta materil menjadi 
fokus karena hakim maupun para pihak akan mencari 
dasar hukum yang tepat untuk diterapkan pada fakta 
kasus tersebut.
Unsur ratio decidendi yang terlihat dari pertimban-
gan Majelis Hakim PTUN dapat dilihat dalam frase:
Walaupun Tergugat II Intervensi telah memiliki 
alas hak atas bidang tanah objek sengketa tersebut 
dan telah melalui tahapan-tahapan penerbitan ob-
jek sengketa sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, namun Tergugat 
II Intervensi belum dapat diberikan hak milik atas bi-
dang tanah tersebut karena telah terbukti bahwa tanah 
objek sengketa a quo masih dikuasai secara fisik dan 
dikelola oleh Penggugat, selain itu hak kepemilikan bi-
dang tanah tersebut masih disengketakan pada Badan 
Peradilan dan belum ada Putusan yang berkekuatan 
hukum tetap.
Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 03972 Tanggal 
10 Juni 2016 (in casu objek sengketa) di atas bidang 
tanah tersebut telah mengandung cacat yuridis dari 
aspek prosedural, hal mana untuk dapat diberikan 
Hak Milik atas tanah tersebut Tergugat II Intervensi 
masih memerlukan persetujuan dari Penggugat untuk 
melepaskan penguasaannya atas tanah tersebut den-
gan melakukan ganti rugi atau mekanisme lain yang 
disepakati oleh Penggugat maupun Tergugat II Inter-
vensi.
Telah terdapat cukup bukti untuk menyatakan objek 
sengketa a quo mengandung cacat yuridis dari aspek 
prosedural, maka dalil-dalil substansi gugatan Penggu-
gat serta dalil-dalil yang menyatakan objek sengketa 
bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan 
yang Baik (AUPB) tidak perlu dipertimbangkan lagi, 
dengan demikian tuntutan Penggugat kepada Pen-
gadilan untuk menyatakan batal objek sengketa serta 
mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa 
a quo patut untuk dikabulkan.
Argumentasi Yuridis tentang Hubungan Antar 
Peristiwa
Pertalian antara peristiwa pada dasarnya dapat 
dibagi menjadi 2 (dua) macam dasar, yakni hubungan 
kausal dan hubungan fungsional.Tetapi baik hubun-
gan kausal maupun hubungan fungsional masing-
masing mempunyai bagian-bagiannya sendiri.15
Salah satu bentuk hubungan antar peristwa adalah 
hubungan kausal atau hubungan sebab-akibat, yakni 
hubungan yang terjadi antara dua peristiwa atau lebih 
dalam hal peristiwa yang terjadi lebih awal merupakan 
sebab bagi timbulnya peristiwa yang terjadi kemudian 
sebagai akibat dari peristiwa sebelumnya.
Didalam pertimbangan Majelis Hakim PTUN dapat 
dicermati bahwa terdapat argumentasi sebab-akibat 
berantai, di mana terdapat hubungan antara tiga per-
istiwa atau lebih secara berurutan dalam hal peristiwa 
pertama merupakan sebab bagi terjadinya peristiwa 
kedua yang timbul sebagai akibatnya, dan peristiwa 
kedua menjadi sebab bagi munculnya peristiwa lain-
nya.
Dicabutnya SHM atas nama Sri Hastuti (Tergugat 
II Intervensi) merupakan akibat dari digugurkannya 
KTUN yang diterbitkan Kepala Kantor BPN Kota 
Bengkulu (Tergugat). Demikian juga dipersalahkannya 
Tergugat yang berujung pada dibatalkannya KTUN 
adalah akibat dari kesesuaian fakta-fakta hukum yang 
diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan bukti hak 
atas tanah yang dimilikinya beserta saksi-saksi yang 
diajukan dan hasil pemeriksaan lapangan oleh Majelis 
Hakim. Argumentasi sebab-akibat biasa juga terlihat 
dalam dibatalkannya SHM Tergugat II Intervensi se-
bagai akibat dari kegagalannya memenuhi prosedur 
pemilikan hak atas tanah, spesifik kepada persetujuan 
Penggugat.Dalam hal ini ketiadaan persetujuan Peng-
gugat adalah sebab dari kegagalan Tergugat II Inter-
vensi untuk memiliki sebidang tanah tersebut. Di da-
lam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan:
Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan 
di atas, menurut Majelis Hakim penerbitan Sertipikat 
Hak Milik No. 03972 Tanggal 10 Juni 2016 (in casu 
objek sengketa) di atas bidang tanah tersebut telah 
mengandung cacat yuridis dari aspek prosedural, 
hal mana untuk dapat diberikan hak milik atas tanah 
tersebut Tergugat II Intervensi masih memerlukan 
persetujuan dari Penggugat untuk melepaskan pen-
guasaannya atas tanah tersebut dengan melakukan 
ganti rugi atau mekanisme lain yang disepakati oleh 
Penggugat maupun Tergugat II Intervensi
Pertimbangan-pertimbangan inilah yang menjadi 
rangkaian pertimbangan inti terhadap diberikannya 
hak atas tanah kepada Penggugat sepenuhnya, seka-
ligus menghilangkan hak atas tanah yang dinyatakan 
di dalam SHM milik Tergugat II Intervensi yang bela-
kangan diketahui mengandung cacat yuridis.
Kesimpulan 
Pertimbangan yang dijadikan dasar bagi Majelis 
Hakim PTUN Bengkulu dalam memutuskan perkara 
Nomor 3/G/2018/PTUN.BKL:
Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang 
menjadi obyek sengketa baik secara de facto dan de 
yure. Dalil de facto dapat dilihat melalui keberadaan 
tanaman sawit milik Penggugat sejak tahun 2011, se-
dangkan dalil de yure dibuktikan dengan adanya alas 
hak berupa SKT Lurah Sukarami dan akta peralihan 
hak yang dibuat di hadapan PPAT;
SHM yang diterbitkan oleh Tergugat untuk Tergu-
gat II Intervensi adalah buah dari KTUN yang non-
prosedural. Terjadi pelanggaran terhadap asas ke-
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cermatan (principle of carefulness), sehingga ia harus 
dibatalkan dan/atau dihapuskan.
Terdapat beberapa argumentasi hukum terhadap 
pertimbangan Majelis Hakim PTUN Bengkulu dalam 
Putusan Nomor3/G/2018/PTUN.BKL, yakni argumen-
tasi hukum dengan menggunakan asas dominuslitis, 
argumentasi hukum terhadap klausul alternatif kon-
jungsi, argumentasi hukum terhadap asas kecermatan 
dalam AUPB, argumentasi hukum dalam pembuktian 
frontal, Orbiter Dicta,dan Ratio Decidendi,serta argu-
mentasi hukum dalam hubungan antar peristiwa.
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